WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Nomor .2 Tahun 2020, tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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J. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentany Vertencztzrze:
Negara (Lembaran Negara Kepubhlb Indonesis Tanun 2004
Nomor 5, ‘ITambahan Lembaran Negara Fepublie Indonesiz
Nomor 4355,

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentany PFemeriszszzs
Pengelolaan dan  Tanggung Jawab,  Feusngzr Zeynrz
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noror £4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Noror 445

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentanyg Adrministrzs
Pemerintahan (Lembaran Negara Republk Indonesiz znun
2014 Nomor 292, Tambahan lLembaran Negarz Fepunis
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntzrnzn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tznun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republikx Indonesiz
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapz kali terzznir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentzng
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Fepubbk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negzrz
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

8. Peraturan Pemerintaﬁ Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter: Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
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Perariran Menters Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
11 Pecaruran Menten Dalam Neger Nomaor 64 Tahun 2013 tentang
d &4 § Wi ey - A b e i i

Do pen e~ Seamdz- Akuntans: Pemenntahan Berbasis Akrual

12 Perasuran Menten: Dalam Neger Nomor 11 Tahun 2017 tentang
- - 2 ks T s «Pess eias s bi & T -

Swdomzn  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertangzungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendzpatan dan

i.- Bancangan Peraturan Kepala Daerzh

3 ' Aar nEaw azan
Tenizng Serzoaran Pertznggungawaan Pelaksan

Ciall )
Angparan Pendzpetan dan Belanja Dzeran.
13 Perarurznn Deerah Kota Bulkamungg Nomor 03 Tahun 2008

tentzng Pokok-Pokok Pengelolzan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerzh Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerzh Kotz Bukitinggl Nomor 3);

14 Perzrurzn Deerzh Kotz Buldtinggi Nomor 10 Tahun 2018
tentanz Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bulcrngz Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bulkimringg Tahun 2018 Nomor 10);

15. Perzruren Daeran Kotz Bulkittinggi Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan As n Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotz Bulctingg Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bukimtingg Tahun 2019 Nomor 8);

16_Perzaruran Daerzh Kotz Bukittinggi Nomor .=2.. Tahun 2020
tentang  Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendzpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor .3...);

MEMUTUSKAN :
Menetapican - PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
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Pasal |

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas -

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
¢. Lain-lain Pendapatan yang
Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
* 4) Belanja Bantuan

Keuangan
S) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Rpll]l 896.596.611,05
Rp552.063 924 .512,00

Rp70.146.175.773,00
Rp734.106.696.896 05

Rp293.106.428.610,00

Rp11.934.939.445,00
Rp1.241.900.000,00

Rp559.301.924,50
Rp97.094.060,08
Rp306.939.664.039,58

Rp39.471.245.963,00 )

Rp182.690.201.803,46
Rpl187.986.455.096,79

Rp410.147.902.863.25
Rp717.087.566.902.83
Rp17.019.129.993,22

Rp97.049.480.755,88

Rp0,00
Rp97.049.480.755,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rpl14.068.610.749,10

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Walikota ini.
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Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisas) Anggaran.

Pasal 4

: : 1= PDaaal 2
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagan tidak terpisahkan dan

Peraturan Walikota 1ni.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittingg.

Ditetapkan di Bukittingggl
pada tanggal !l Sepremoe2020
"WALIKOTA BUKITTINGGI,
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M. LAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggl
pada tanggal || September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
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— YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR ....°7....
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